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PUTUSAN
Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Msa
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Imbodu, 10 September 1976,
agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat

kediaman di Kabupaten Pohuwato, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Dulupi, 08 April 1976, agama Islam,
pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di
Kabupaten Boalemo, di rumah adiknya yang bernama rita,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka

sidang;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10
September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Msa,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 1998, Penggugat dan
Tergugat Melangsungkan Pernikahan yang di catat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten
Pohuwato Sebagai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX/99 tanggal 15
September 2000;
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2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Imbodo

Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, selama 2 tahun
kemudian pindah dikebun di Desa Imbodu Kecamatan Randangan,
Kabupaten Pohuwato, selama 2 tahun, Kemudian pindah di rumah
bersama di Kabupaten Pohuwato, selama 19 tahun hingga pisah pada

tanggal 17 bulan maret 2020;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai seorang
anak yang bernama Sandi Hipi, Laki-laki, Umur 20 tahun, anak tersebut

berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4, Bahwa sejak pertengahan tahun 2010, antara Penggugat dan

Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan

antara lain:
a. Tergugat sering berkata-kata kasar, dan marah-marah

kepada Penggugat, jika Tergugat Marah sering memecahkan
peralatan rumah tangga, dan apabila Penggugat menasehati

Tergugat, Tergugat marah;
b. Tergugat sudah menikah dengan wanita lain yang bernama

nona, hal tersebut di ketahui Penggugat dari Tergugat;
C. Tergugat tidak menafkahi Penggugat, selama 2 tahun;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang

kali terjadi dan puncaknya pada tanggal 17 bulan maret 2020, dimana
Tergugat Pergi meninggalakan Penggugat, dan sekarang Tergugat
tinggal di rumah adik Tergugat yang bernama rita di Kabupaten
Boalemo, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa cg. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
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Primair :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra
Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai
dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor
XXXXX99 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa,

bermeterai cukup, telah dicocokan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-

masing bernama:

a. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di
Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan
telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat
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karena Saksi adalah kakak ipar Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan

telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya tinggal Desa

Imbodu, Kecamatan Randangan;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah
tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat karena Tergugat sering kali selingkuh, bahkan saat ini

Tergugat telah tinggal bersama wanita lain;
- Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat dan

memecahkan barang di dalam rumabh;
- Bahwa saksi mengetahui persitiwa perselisihan dan

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi melihat

Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat

tinggal kurang lebih selama 8 bulan;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Kabupaten Pohuwato,

sementara Tergugat saat ini tinggal di Desa Towayu, di rumah adik

kandung Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah

tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

b. Saksi Il, umur 43 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di
Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan
telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat

karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Desa

Imbodu, Kecamatan Randangan;
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- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah
tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan

karena Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri persitiwa perselisihan

dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi

berulang kali melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak

bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Kabupaten Pohuwato,

sedangkan Tergugat saat ini tinggal di Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan

tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat

sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun
lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan berkesimpulan tetap sebagaimana

dalam gugatan Penggugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua
hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak
Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan
niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian
pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
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dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi
sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak
pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalii Penggugat dalam perkara ini
adalah Penggugat menuntut cerai dengan alasan antara Penggugat dengan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak
ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Penggugat telah

mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan
Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup,
dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil
dan materiil, berdasarkan bukti P tersebut menunjukkan antara Penggugat
dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum

pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat keduanya
sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi dan sebelum
memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya
kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang dilihat
sendiri/didengar sendiri/diketahui sendiri, dan saling bersesuaian, relevan
dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga
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keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima

sebagai bukiti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat dan keterangan
saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang
menikah pada tanggal 15 September 1998 dan telah dikaruniai seorang
anak;

- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal
di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran karena Tergugat sering berhubungan dengan wanita
idaman lain;

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Tergugat telah meninggalkan
Penggugat sejak bulan Maret tahun 2020, Tergugat saat ini tinggal di
Kabupaten Gorontalo;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut
untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan

sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian
harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun
sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak
ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Majelis Hakim akan mengaitkan

dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan
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Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah

memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan
perselisihan dan pertengkaran tidak harus dengan mempersoalkan apa dan
siapa penyebabnya, tetapi melihat keadaan perkawinan a quo apakah masih
dapat dipertahankan atau tidak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung
RI nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama
dan tidak lagi ada komunikasi yang sehat diantara keduanya, kondisi ini
merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih
dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali,
mengapa suami - istri (in casu Penggugat dan Tergugat) sanggup untuk
berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama; Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997
menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama
ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula,
berarti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8
September 2003 turut menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat
tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya
perselishan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun

dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang telah bertekad ingin bercerai
dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah
dilakukan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, serta pihak keluarga dari
Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan
keduanya, keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan
Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, turut menunjukan bahwa

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak lagi
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hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat

telah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah dapat dikatakan pecah (broken marriage) sudah sangat sulit untuk
dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah
satu pihak (in casu Penggugat) telah menyatakan tekadnya untuk tidak
mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah
dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-

Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat
dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang
diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia
saja dan bahkan akan membawa kerusakan bagi kedua belah pihak, maka
Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka meskipun atas permintaan
istri (in casu Penggugat), sebagaimana pendapat ahli figh yang terdapat dalam
Kitab Figh Sunnah Juz Il halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat

Majelis Hakim:
wsol bl el sladl o wallai ol asgll ol
opuiunll plg> axoe gl 1ol lg: Tosd Lol
Lo.gJ Lol
Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku
selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya

sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan

hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Dan pendapat ahli figh yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil
alih sebagai pendapat Majelis Hakim;
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Artinya: “Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka

Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang
diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf ( f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f) Kompilasi
Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, dengan
demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap

Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada
Penggugat (Penggugat);
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4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
yang hingga kini sejumlah Rp. 1.076.000,00,00 (satu juta tujuh puluh
enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Marisa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan
dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriah oleh Nurhayati Mohamad, S.Ag.
sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.l. dan Mohamad Salman
Podungge, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nizma
Rizky Datau, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Riston Pakili, S.H.l. Mohamad Salman Podungge, S.H.l.

Panitera Pengganti,

Nizma Rizky Datau, S.H.l.

Perincian biaya :
- Pendaftaran :Rp 30.000,00
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- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan 'Rp 960.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 1.076.000,00
(satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah).
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